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KATA PENGANTAR

i Al 333 @3l

Segala puji bagi Allah %, Tuhan semesta alam, yang telah menurunkan
syariat Islam sebagai rahmat bagi seluruh makhluk dan sumber keadilan
universal. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi
Muhammad #, pembawa risalah dan teladan utama dalam menegakkan
keadilan, kasih sayang, serta kemuliaan akhlak dalam kehidupan pribadi
maupun sosial.

Buku yang ada di hadapan pembaca ini disusun dengan tujuan untuk
memberikan pemahaman yang komprehensif, kontekstual, dan aplikatif
mengenai konsep ‘uqibah, diyat, dan kaffarat dalam sistem hukum pidana
Islam (figh al-jinayah). Ketiga konsep tersebut merupakan fondasi penting
dalam mekanisme pemberian sanksi dan pertanggungjawaban pidana
dalam Islam, yang membedakan dirinya dari pendekatan hukum positif
modern. Tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pembalasan atau hukuman,
tetapi juga mengandung nilai-nilai keadilan, rekonsiliasi sosial, perlindungan
korban, serta pembinaan moral pelaku.

Konteks penulisan buku ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akademik
dan praktis atas literatur yang tidak hanya menjelaskan secara normatif
teks-teks fikih klasik, tetapi juga memperlihatkan bagaimana prinsip-prinsip
hukum Islam tersebut diimplementasikan dalam kehidupan kontemporer.
Di berbagai negara Muslim, sistem diyat dan kaffarat telah diadopsi dalam
hukum pidana nasional, baik secara formal dalam bentuk kodifikasi undang-
undang seperti di Pakistan dan Iran, maupun melalui pendekatan
yurisprudensi syar‘i seperti di Arab Saudi dan Sudan. Bahkan di Indonesia,
khususnya di Provinsi Aceh, beberapa prinsip fikih jinayah mulai
diakomodasi melalui ganun jinayah, meski masih terbatas dalam aspek
simbolik dan mediasi sosial.

Buku ini secara sistematis membahas pengertian, dasar hukum, tujuan
pemidanaan, klasifikasi, mekanisme pelaksanaan, serta studi perbandingan
antara sistem Islam dan hukum positif modern. Setiap bagian disusun untuk
memudahkan pembaca memahami perbedaan antara ‘ugdbah (sanksi
syar‘i), diyat (kompensasi kepada korban), dan kaffarat (penebusan
spiritual atas kesalahan), baik dari aspek filosofis maupun teknis yuridis.
Tidak hanya itu, buku ini juga memuat kajian kontekstual mengenai
relevansi maqasid al-syari’ah dalam menyelaraskan hukum pidana Islam
dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dan hukum humaniter
internasional (HHI).



Dalam penyusunan buku ini, penulis merujuk pada karya-karya
otoritatif dalam literatur fikih dari berbagai mazhab, seperti al-Mughni
karya Ibn Qudamah (Hanbali), al-Majmd‘ karya Imam Nawawi (Syafi’i),
Bada’i* al-Sana’i* karya al-Kasani (Hanafi), hingga al-Figh al-Islami wa
Adillatuh karya Wahbah az-Zuhayli yang menjadi rujukan lintas mazhab. Di
samping itu, pendekatan komparatif juga diperkaya dengan literatur
kontemporer, baik dalam bidang hukum Islam maupun kajian HAM dan
sistem hukum nasional berbagai negara Muslim.

Penulis menyadari bahwa kompleksitas hukum pidana Islam sering kali
menimbulkan kesalahpahaman, baik karena keterbatasan informasi
maupun bias dalam pemberitaan publik. Oleh karena itu, buku ini juga
berupaya untuk menghapus dikotomi antara pendekatan syar‘i yang
dianggap rigid dengan pendekatan hukum positif yang dianggap lebih
fleksibel. Justru dalam integrasi keduanya, kita dapat merancang sistem
pemidanaan yang adil secara hukum, manusiawi secara sosial, dan
bermakna secara spiritual.

Sebagai bagian dari tanggung jawab ilmiah dan moral, buku ini
ditujukan kepada mahasiswa, dosen, peneliti, hakim, ulama, aktivis hukum,
serta masyarakat umum yang tertarik memperdalam diskursus hukum
pidana Islam. Harapannya, buku ini dapat menjadi referensi akademik yang
terpercaya dan relevan dalam perumusan kebijakan, pengembangan
kurikulum studi Islam, serta dalam mendorong transformasi sistem
peradilan yang inklusif dan berkeadaban.

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada semua pihak yang telah memberikan masukan, dukungan, serta
semangat dalam proses penulisan buku ini. Segala kebenaran yang
terkandung dalam buku ini datangnya dari Allah ¥ semata, dan jika terdapat
kekurangan, itu semata berasal dari keterbatasan penulis. Semoga karya ini
bermanfaat dan menjadi amal jariyah yang terus mengalirkan kebaikan.

Wallahu a‘lam bi al-sawab.
Penulis.

Prof. Dr. Hj Rahmatiah HL, M.Pd
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BAB 1
PENGANTAR HUKUM PIDANA ISLAM

A. DEFINISI HUKUM PIDANA ISLAM
1. Pengantar

Hukum pidana merupakan cabang ilmu hukum yang memiliki peran
sentral dalam menjaga ketertiban masyarakat dengan memberikan sanksi
kepada individu atau kelompok yang melanggar norma hukum. Dalam
konteks Islam, hukum pidana memiliki dimensi religius dan spiritual yang
tidak hanya membahas hubungan antarmanusia, tetapi juga antara manusia
dan Tuhan. Oleh karena itu, memahami definisi hukum pidana Islam tidak
dapat dilepaskan dari kerangka syariah secara keseluruhan, yang mencakup
seluruh aspek kehidupan manusia, baik individu maupun kolektif.

Hukum pidana ini juga merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang
memiliki kedudukan sangat penting dalam menjaga ketertiban sosial,
menciptakan rasa aman, serta menegakkan keadilan di tengah masyarakat.
Melalui pemberlakuan sanksi terhadap pelanggaran norma hukum, hukum
pidana berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mencegah tindakan
kriminal dan memberi efek jera kepada pelaku. Dalam konteks hukum
modern, peran ini dijalankan oleh sistem hukum positif yang berkembang
dari pengalaman dan kesepakatan sosial suatu bangsa.

Namun dalam tradisi Islam, hukum pidana tidak semata dipahami
sebagai perangkat legal yang bersifat duniawi. la berakar dari ajaran wahyu
dan mengandung dimensi ilahiyah yang kuat. Hukum pidana Islam, atau
yang dikenal dengan istilah figh al-jinayah, mencerminkan hubungan yang
integral antara manusia dengan Tuhannya (huquq Allah), serta antara
manusia dengan sesamanya (huqug al-‘ibad). Oleh sebab itu, pelanggaran
pidana dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap
tatanan sosial, melainkan juga sebagai pelanggaran terhadap perintah dan
larangan Allah #,

Dalam kerangka syariat, hukum pidana merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari sistem hukum Islam yang holistik dan komprehensif. la
tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung erat dengan prinsip-prinsip dasar
syariat seperti keadilan (‘ad/), maslahat, dan pencegahan kerusakan (dar’
al-mafasid). Konsep-konsep seperti hudid, gisas, dan ta‘zir menjadi
karakteristik khas dalam sistem pidana Islam yang mencerminkan
keseimbangan antara ketegasan, keadilan, dan peluang perbaikan moral.



BAB 2
PEMBAGIAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. KLASIFIKASI UMUM HUKUM PIDANA ISLAM
1. Pendahuluan

Dalam hukum Islam, pengaturan mengenai kejahatan dan hukuman
dikenal dengan istilah jinayah, yang merupakan bagian dari hukum pidana
Islam. Hukum ini mengatur segala bentuk perbuatan yang dianggap
bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan membahayakan kehidupan
masyarakat. Untuk memudahkan pemahaman dan penerapannya, para
ulama kemudian mengelompokkan tindak pidana dalam hukum Islam ke
dalam klasifikasi tertentu yang dikenal sebagai pembagian jarimah.

Pembagian ini penting karena menentukan jenis hukuman yang
dijatuhkan, prosedur pembuktian, hak-hak korban dan pelaku, serta peran
hakim dalam menetapkan keputusan. Dengan demikian, pemahaman
tentang klasifikasi umum hukum pidana Islam menjadi dasar bagi kajian
lebih lanjut dalam sistem peradilan Islam.

Dalam subbab ini, kita akan membahas secara mendalam tiga klasifikasi
utama dalam hukum pidana Islam, yaitu Jarimah Hudud, Jarimah Qishash-
Diyat, dan Jarimah Ta’zir, serta dasar pembagiannya, perbedaan
karakteristik, dan dampaknya terhadap sistem hukum secara keseluruhan.

2. Dasar Pembagian Hukum Pidana Islam

Para ulama menyusun klasifikasi hukum pidana Islam berdasarkan dua
pendekatan utama:
a. Berdasarkan Sumber Hukum

e Jika hukuman telah ditetapkan secara eksplisit dalam Al-Qur’an dan
Hadis dengan sifat pasti (gath’i), maka tergolong hudud.

o Jika hukumannya dapat diijtihadkan dan disesuaikan dengan
konteks, maka termasuk ta’zir.

o Jika berkaitan dengan pelanggaran atas hak individu (seperti
pembunuhan atau penganiayaan), maka masuk dalam gishash dan
diyat.

b. Berdasarkan Hak yang Dilanggar

e Hak Allah (hagg Allah): pelanggaran terhadap norma-norma
keagamaan atau publik, misalnya zina, mencuri, atau meminum
khamr.



BAB 3
SUMBER HUKUM PIDANA ISLAM

A. AL-QUR’AN SEBAGAI SUMBER PRIMER DALAM HUKUM PIDANA

ISLAM
1. Pendahuluan

Al-Qur’an adalah kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai firman
Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk
hidup bagi umat manusia. Dalam konteks hukum Islam, Al-Qur’an bukan
hanya sumber spiritual atau moral, tetapi juga merupakan sumber hukum
utama (primer) yang menjadi dasar dari semua aspek syariat, termasuk di
dalamnya hukum pidana atau jinayah.

Sebagai sumber hukum, Al-Qur’an tidak hanya memberikan perintah
dan larangan secara umum, tetapi juga menetapkan norma pidana
substantif, jenis kejahatan, bentuk sanksi, dan tujuan hukuman. Oleh
karena itu, pemahaman terhadap hukum pidana Islam tidak dapat
dilepaskan dari kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan
jinayah.

2. Kedudukan Al-Qur’an sebagai Sumber Hukum

Dalam teori hukum Islam, Al-Qur'an disebut sebagai al-mashdar al-
awwal (sumber pertama) dan al-dalil al-mutlaq (dalil mutlak) dari segala
bentuk legislasi Islam. Hal ini ditegaskan dalam banyak ayat: ) )

& ) &l )

“Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah.”(QS. Yusuf: 40)

Ayat ini menunjukkan bahwa hukum—termasuk pidana—bersumber
dari Allah. Al-Qur’an sebagai wahyu-Nya menjadi dasar supremasi hukum
dalam Islam, termasuk dalam penetapan sanksi pidana.

3. Ruang Lingkup Ayat-Ayat Jinayah dalam Al-Qur’an
Al-Qur’an tidak hanya menetapkan prinsip umum keadilan, tetapi juga
merinci beberapa bentuk kejahatan dan sanksinya. Secara umum, ayat-ayat
jinayah dalam Al-Qur’an mencakup:
1) Kejahatan terhadap agama dan tatanan sosial: zina, mencuri, minum
khamr, menuduh zina, perampokan.
2) Kejahatan terhadap jiwa dan tubuh: pembunuhan, penganiayaan,
gishash, diyat.



BAB 4
KONSEP JARIMAH DALAM ISLAM

A. PENGERTIAN JARIMAH DAN JINAYAH
1. Pendahuluan

Dalam sistem hukum Islam, istilah jarimah dan jinayah merupakan
konsep penting yang digunakan untuk menyebut perbuatan pidana atau
kriminal yang dilarang oleh syariat. Keduanya menjadi fondasi dalam
pengkategorian tindak kejahatan serta pengaturan bentuk sanksi yang
dikenakan kepada pelaku.

Secara bahasa dan terminologi, terdapat perbedaan halus antara
keduanya, namun keduanya saling melengkapi dalam memahami struktur
hukum pidana Islam. Penjelasan mendalam mengenai pengertian jarimah
dan jinayah sangat penting untuk memahami bagaimana hukum pidana
Islam bekerja secara konseptual dan operasional.

2. Definisi Jarimah dan Jinayah
a. Pengertian Jarimah
Secara etimologis, kata jarimah (“«:_l)) berasal dari akar kata jarama
(r2) yang berarti "melakukan dosa" atau "berbuat kejahatan". Dalam
pengertian istilah, jarimah berarti:
“Perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam, yang jika dilakukan akan
dikenai sanksi (uqubah) tertentu, baik di dunia maupun akhirat.”(Abd.
Qadir Audah, al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami)

Dengan kata lain, jarimah adalah bentuk pelanggaran hukum yang
dikualifikasi sebagai tindak pidana dalam hukum Islam, yang akan dikenai
hukuman hudud, gishash, diyat, atau ta’zir.

b. Pengertian Jinayah

Istilah jinayah (%:4al)) secara bahasa berasal dari kata jand () yang
berarti "memetik" atau "mengambil sesuatu dengan cara melanggar".
Dalam konteks hukum, jinayah adalah:

“Perbuatan yang mengandung unsur pelanggaran terhadap hak orang

lain, baik terhadap jiwa, anggota tubuh, kehormatan, maupun harta.”



BAB 5
SANKSI PIDANA DALAM HUKUM ISLAM

A. PENGERTIAN DAN DASAR TEOLOGIS SANKSI PIDANA ISLAM
1. Pendahuluan

Sanksi pidana dalam hukum Islam atau dikenal dengan istilah ‘uqiibah
(Rs8211) merupakan bentuk respon hukum syariat terhadap pelanggaran
terhadap aturan-aturan Allah SWT dan hak-hak sesama manusia. Keunikan
sanksi pidana dalam Islam terletak pada tujuan moral dan spiritual, bukan
hanya sekadar balasan atas kejahatan.

Berbeda dari sistem pidana sekuler yang bersifat sekuler-legalistik,
sanksi dalam Islam mengandung nuansa ketuhanan, sebab penerapannya
bertumpu pada kehendak syariat yang bersumber dari wahyu, yaitu Al-
Qur’an dan Sunnah.

2. Pengertian Sanksi Pidana dalam Islam
Kata ‘uglbah (4:s5) berasal dari kata ‘igab yang berarti hukuman atau
pembalasan. Dalam terminologi hukum Islam, sanksi pidana berarti:
“Balasan hukum yang ditetapkan terhadap pelanggaran tertentu
sebagai bentuk pencegahan dan peringatan bagi pelaku maupun
masyarakat.”(Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu)

Dengan demikian, sanksi dalam Islam bukan sekadar tindakan retributif
(pembalasan), melainkan mencakup aspek:
e preventif (pencegahan kejahatan),
o edukatif (mendidik pelaku dan masyarakat),
o reformatif (memperbaiki pelaku),
e dan teosentris (pengabdian kepada ketetapan Allah).

. Tujuan dan Fungsi Sanksi Pidana Islam

a. Menjaga Maqasid al-Syari‘ah
Sanksi pidana bertujuan untuk menjaga lima tujuan utama syariat:
1) Agama (al-din)
2) Jiwa (al-nafs)
3) Akal (al-‘aql)
4) Keturunan (al-nasl)
5) Harta (al-mal)



BAB 6
MEKANISME PEMBUKTIAN DAN
PROSES PERADILAN PIDANA ISLAM

A. PRINSIP UMUM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM
1. Pendahuluan

Dalam sistem hukum pidana Islam, pembuktian menempati posisi yang
sangat penting karena menjadi fondasi untuk menetapkan kesalahan
seseorang serta memastikan keadilan ditegakkan. Hukum Islam
memberikan perhatian besar terhadap validitas bukti, kehati-hatian dalam
menjatuhkan hukuman, dan perlindungan terhadap pihak yang tertuduh
dari kesalahan vonis.

Berbeda dengan sistem hukum positif yang mengenal asas praduga tak
bersalah (presumption of innocence), dalam hukum Islam, prinsip kehati-
hatian dan penghindaran syubhat (keraguan) merupakan fondasi utama
dalam proses pembuktian pidana.

Dalam praktiknya, sistem pembuktian dalam hukum pidana Islam
sangat mengutamakan kejelasan, kekuatan moral, dan integritas saksi.
Bukti tidak hanya dilihat dari sisi formalitas prosedural, tetapi juga dari
kualitas spiritual dan moral dari orang yang memberikan kesaksian. Oleh
karena itu, kesaksian palsu bukan hanya dianggap sebagai pelanggaran
hukum, tetapi juga dosa besar yang memiliki implikasi ukhrawi.

Lebih jauh lagi, prinsip “dar’u al-hudid bi al-syubuhat” (menghindari
penerapan hudud jika ada keraguan) menjadi salah satu fondasi utama
dalam hukum jinayah. Prinsip ini mencerminkan betapa Islam sangat
menekankan keadilan substansial dan kehati-hatian yudisial dalam
menjatuhkan sanksi pidana. Sebagaimana sabda Nabi :
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"Hindarilah menjatuhkan hudud atas kaum Muslimin selama kalian

dapat (mencari alasan untuk tidak menjatuhkannya).

(HR. al-Tirmidzi dan al-Hakim)

Pendekatan ini memperlihatkan bahwa hukum Islam sangat
memperhatikan perlindungan hak asasi manusia, menjamin tidak ada
seorang pun dihukum tanpa bukti yang sah dan meyakinkan. Oleh karena
itu, sistem pembuktian bukan hanya bersifat prosedural, melainkan



BAB 7
PENEGAKAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. KONSEP PENEGAKAN HUKUM PIDANA ISLAM
1. Pendahuluan

Penegakan hukum merupakan proses nyata penerapan aturan hukum
dalam masyarakat. Dalam konteks hukum pidana Islam (jinayah),
penegakan hukum tidak hanya menjadi urusan administrasi negara, tetapi
juga bagian dari kewajiban moral dan agama. Hal ini karena hukum pidana
Islam bersumber dari wahyu dan sunnah yang berfungsi untuk menjaga
stabilitas, keadilan, serta mencegah kerusakan di tengah masyarakat.

Penegakan hukum pidana Islam memiliki dimensi teologis yang kuat. la
bukan semata-mata bentuk balas dendam terhadap pelanggar hukum,
tetapi lebih sebagai pembersih dosa (takfir), pelindung hak publik (hifz al-
huqiq), serta pengingat sosial agar masyarakat menjauhi maksiat.

Dalam beberapa literatur klasik, seperti al-Ahkam as-Sultaniyyah karya
Imam al-Mawardi, penegakan hukum oleh gadi dan hakim dipandang
sebagai bagian dari pelaksanaan amanah syar‘iyyah yang harus ditegakkan
dengan penuh keadilan dan tanpa pandang bulu.

Syariat Islam tidak semata-mata memerintahkan pemberian sanksi,
tetapi juga menekankan prosedur dan kehati-hatian dalam penetapannya.
Dalam hal ini, Nabi Muhammad ¥ bersabda:

“Tolaklah hukuman hudid dengan adanya keraguan (syubhat). Jika ada

celah untuk memberi maaf, maka maafkanlah. Karena sesungguhnya

imam salah dalam memaafkan lebih baik daripada salah dalam
menghukum.” (HR. Tirmidzi dan Ibn Mdjah)

Hadis tersebut menegaskan bahwa hukum pidana Islam sangat
menjunjung tinggi nilai kehati-hatian dan prinsip keadilan substantif.

Selain itu, dalam konteks kontemporer, penegakan hukum pidana Islam
menghadapi tantangan sosial, politik, dan legal yang tidak sederhana. Mulai
dari resistensi publik terhadap beberapa bentuk sanksi, keterbatasan
infrastruktur hukum syariah, hingga ketidaksinkronan dengan sistem hukum
positif yang berlaku. Namun demikian, penegakan hukum pidana Islam
tetap relevan sebagai sistem yang menawarkan nilai-nilai keadilan,
spiritualitas, dan keseimbangan antara hak individu dan hak publik.

Dengan demikian, studi mengenai penegakan hukum jinayah menjadi
penting untuk mengkaji tidak hanya teks normatif, tetapi juga dinamika
penerapannya dalam kerangka masyarakat modern.



BAB 8
TANTANGAN TEORITIS DAN PRAKTIS
PENERAPAN HUKUM JINAYAH

A. TANTANGAN TEORITIS DAN PRAKTIS
1. Pendahuluan

Hukum jinayah sebagai bagian dari sistem hukum pidana Islam memiliki
dasar teologis, historis, dan normatif yang kuat. Namun demikian, ketika
sistem ini dihadapkan dengan realitas negara modern, muncul berbagai
tantangan, baik dari aspek teori maupun praktik. Di satu sisi, hukum jinayah
merupakan wujud dari keadilan ilahiyah yang transenden; di sisi lain,
penerapannya harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip negara
konstitusional, pluralisme hukum, serta perkembangan hak asasi manusia.

Oleh karena itu, perumusan ulang strategi penerapan hukum pidana
Islam menjadi penting, tanpa harus mengorbankan esensi syariat. Untuk
memahaminya secara utuh, perlu dikaji apa saja tantangan-tantangan
tersebut, bagaimana bentuknya, dan apa yang menyebabkannya.

2. Tantangan Teoritis dalam Penerapan Hukum Jinayah
a. Asumsi Ketidaksesuaian dengan Nilai Modern

Banyak pihak menilai bahwa hukum jinayah—khususnya sanksi
hudid—bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai
demokrasi.

Menurut Abdullahi Ahmed An-Na’im, “The problem is not in the core of
Shari’a itself, but in the claim of enforcing it as positive law without the
context of contemporary human rights framework.”
(An-Na’im, 1990, Toward an Islamic Reformation)

Stigma bahwa hukum jinayah tidak fleksibel dan terlalu keras
membuatnya sulit diterima di sebagian masyarakat, terutama di negara-
negara sekuler.

b. Problematika Penafsiran Teks Syariah
e Terdapat perbedaan pandangan antar mazhab figh mengenai
pelaksanaan hukum pidana.
e Sebagian ketentuan hukum tidak eksplisit, melainkan bersumber
dari ijtihad, yang membuka ruang perbedaan implementasi.



BAB 9
PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA DALAM ISLAM

A. PENGERTIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
1. Pendahuluan

Dalam hukum pidana Islam (figh jinayah), pertanggungjawaban pidana
merupakan elemen penting untuk menentukan apakah seseorang layak
dikenakan sanksi pidana atas suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat.
Konsep ini berakar kuat pada prinsip keadilan Islam, di mana seseorang
hanya dapat dihukum bila memenuhi syarat-syarat tertentu vyang
menunjukkan adanya kesadaran, kemampuan, dan unsur kesengajaan
dalam melakukan pelanggaran hukum.

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya membahas soal siapa
melakukan apa, tetapi juga dengan kesadaran dan kondisi seperti apa
perbuatan itu dilakukan. Dalam konteks ini, Islam menunjukkan prinsip
kehati-hatian yang luar biasa tinggi sebelum menjatuhkan sanksi pidana.

2. Definisi Pertanggungjawaban Pidana

Secara umum, pertanggungjawaban pidana adalah keadaan di mana
seseorang secara sadar dan mampu secara hukum dimintai
pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar norma hukum.

Dalam hukum Islam, pertanggungjawaban pidana dikenal dengan istilah
al-mas’lliyyah al-jind’iyyah, yang mengacu pada kapasitas seseorang untuk
memikul akibat hukum dari tindakannya. Ulama klasik maupun
kontemporer menekankan bahwa tidak setiap pelaku tindak pidana dapat
secara otomatis dijatuhi hukuman, karena syariat mempertimbangkan
berbagai unsur yang menyertai perbuatan tersebut.

Imam Al-Sarakhsi (w. 483 H) menyatakan:
“Sanksi tidak dijatuhkan kecuali pada orang yang berakal dan
bertanggung jawab atas tindakannya.”(Al-Mabst, Juz 9)



BAB 10
KONSEP UQUBAH DALAM HUKUM ISLAM

A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM ‘UQUBAH
1. Pengertian ‘Uqubah

Dalam terminologi hukum pidana Islam, istilah ‘uqibah (4 s82ll) merujuk
pada sanksi atau hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang sebagai
akibat dari perbuatan pidana (jarimah) yang telah ia lakukan dan terbukti
secara sah menurut hukum Islam.

Secara etimologis, kata ‘ugibah berasal dari akar kata —icyang berarti
"sesuatu yang mengikuti", sehingga secara makna ‘uqibah adalah sesuatu
(sanksi) yang mengikuti perbuatan yang salah atau menyimpang.

Definisi Ulama Fikih:

Imam al-Mawardi mendefinisikan ‘uqibah sebagai:

“Balasan yang ditetapkan oleh syara‘ kepada pelaku perbuatan maksiat

sebagai bentuk pencegahan (zajr) dan pembalasan (jaza’).”(Al-Ahkam

al-Sultaniyyah, him. 274)

Dengan demikian, ‘uqibah merupakan bentuk penerapan keadilan dan
penegakan norma syariat, serta sarana untuk memelihara ketertiban sosial
dalam masyarakat Islam.

2. Tujuan Ditetapkannya ‘Uqubah
Dalam perspektif hukum pidana Islam, penetapan ‘ugibah (sanksi
pidana) tidak dimaksudkan semata-mata untuk membalas kesalahan pelaku
kejahatan secara kejam atau represif, tetapi bertujuan untuk menciptakan
tatanan masyarakat yang adil, aman, dan beradab. Esensi dari ‘uqtbah
adalah mengembalikan harmoni sosial yang rusak akibat tindak kriminal,
sekaligus menyucikan individu dari dosa serta memperingatkan masyarakat
secara kolektif agar tidak tergelincir ke dalam pelanggaran hukum syariat.
Tujuan-tujuan ini dapat dikelompokkan secara terperinci sebagai
berikut:
a. Preventif (Zajriyyah)
Sanksi dalam Islam mengandung nilai pencegahan, yakni mencegah
pelaku maupun masyarakat dari kemungkinan mengulangi atau meniru
perbuatan kriminal tersebut. Ketika suatu hukuman ditegakkan secara
adil dan terbuka, hal ini akan memberikan efek jera (deterrent effect)
kepada masyarakat luas.



BAB 11
DIAT DAN KAFFARAT

A. DEFINISI DAN FUNGSI DIAT
1. Pengertian Diat dalam Perspektif Hukum Islam

Diat (%) secara bahasa berarti “ganti rugi” atau “kompensasi” yang
diberikan kepada pihak korban atas kerugian yang ditimbulkan akibat
tindakan pidana terhadap tubuh atau jiwa seseorang. Dalam hukum pidana
Islam (figh al-jinayah), diat adalah harta tertentu yang wajib dibayarkan
oleh pelaku tindak pidana (atau pihak penanggung jawabnya) kepada ahli
waris korban, khususnya dalam kasus pembunuhan tidak sengaja (gat/ al-
khata’), pembunuhan semi-sengaja (qgat/ syibh al-‘amd), dan kasus
penganiayaan terhadap anggota tubuh. Bahkan dalam kasus pembunuhan
sengaja (gatl/ al-‘amd), diat tetap menjadi pilihan apabila ahli waris korban
memaafkan pelaku dan memilih penyelesaian damai melalui diyat daripada
menuntut gishas.

Imam Nawawi dalam Al-Majmd‘ Syarh al-Muhadzdzab menjelaskan:

"Diyat adalah harta yang wajib dibayarkan sebagai kompensasi atas

darah yang ditumpahkan atau anggota tubuh yang dirusak.” (Juz 21)

Dengan kata lain, diyat merupakan bentuk tanggung jawab hukum yang
dibebankan kepada pelaku kejahatan sebagai ganti atas hilangnya nyawa
atau rusaknya tubuh orang lain, sekaligus menjadi bentuk pemulihan bagi
keluarga korban.

2. Fungsi Diat dalam Sistem Jinayah Islam
Diyat dalam hukum Islam tidak sekadar sebagai bentuk pengganti
kerugian materiil, melainkan juga memiliki fungsi sosial dan spiritual yang
mendalam, yaitu:
e  Fungsi Restoratif
Diat berfungsi sebagai upaya pemulihan hubungan sosial antara pelaku
dan keluarga korban melalui kompensasi finansial yang layak. Hal ini
mencerminkan keadilan yang tidak semata menghukum, tetapi juga
menyembuhkan luka sosial.



BAB 12
HAM DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM

A. KONSEP HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM

1.

Pendahuluan
Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan isu fundamental dalam sistem

hukum global modern. Meskipun gagasan HAM sering diasosiasikan dengan
dokumen-dokumen internasional seperti Universal Declaration of Human
Rights (UDHR) 1948, Islam sebagai agama rahmatan lil-‘alamin telah
mengenal dan menerapkan prinsip-prinsip hak asasi sejak abad ke-7 Masehi,
yang bersumber dari Al-Qur’an, Hadis, dan praktik Nabi Muhammad %,
Dalam konteks hukum pidana Islam (jinayah), pemahaman tentang HAM
sangat penting agar penerapan hukuman tidak bertentangan dengan nilai
keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan terhadap martabat individu.

2. Dasar Konseptual Hak Asasi Manusia dalam Islam

a.

Manusia sebagai Makhluk Terhormat

Al-Qur’an menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk terbaik
dan diberi kehormatan oleh Allah:
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“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak-anak Adam...”

(QS. Al-Isra’: 70)

Ayat ini menjadi dasar bahwa dalam Islam, setiap manusia—tanpa
membedakan ras, status, atau agama—memiliki kemuliaan dan hak
dasar yang tidak boleh dilanggar.

Hak Hidup

Hak hidup merupakan hak paling utama yang dijamin dalam Islam.
Islam melarang pembunuhan tanpa alasan yang sah:
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“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah
(membunuhnya) kecuali dengan alasan yang benar...”(QS. Al-Isra’: 33)
Dengan demikian, hukum pidana Islam menjaga hak hidup melalui
mekanisme pengaturan qishas, diyat, dan huduid.

Hak Atas Keadilan

Islam mewajibkan keadilan sebagai prinsip dasar kehidupan
bermasyarakat:



BAB 13
PERLINDUNGAN HUKUM
DALAM KONFLIK DAN DAMAI

A. PERLINDUNGAN WARGA SIPIL DALAM ISLAM

1.

Pendahuluan
Konflik bersenjata dalam sejarah manusia seringkali menimbulkan

korban jiwa, termasuk dari kalangan yang tidak terlibat langsung, yaitu
warga sipil. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi keadilan dan
kemanusiaan telah memberikan pedoman yang jelas dalam perlindungan
terhadap kelompok non-kombatan, termasuk wanita, anak-anak, orang tua,
dan masyarakat yang tidak terlibat dalam pertempuran.

Dalam hukum Islam, konsep perang (al-harb) bukanlah untuk agresi,

melainkan bertujuan mempertahankan diri atau menegakkan keadilan.
Oleh karena itu, terdapat prinsip-prinsip hukum Islam yang secara tegas
melindungi hak-hak warga sipil dalam situasi konflik.

2.
a.

Landasan Normatif Perlindungan Sipil dalam Islam

Al-Qur’'an

Al-Qur'an melarang melampaui batas dalam peperangan, serta
memerintahkan untuk menahan diri jika lawan telah berhenti
berperang. R ) ) )
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Artinya:

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu,
(tetapi) jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai
orang-orang yang melampaui batas.”

(QS. Al-Bagarah: 190)

Artinya:

“Jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah
kepadanya...”

(QS. Al-Anfal: 61)

Hadis Nabi Muhammad %

Rasulullah # memberikan perintah tegas untuk tidak mencelakai
kelompok rentan dalam perang. Dalam banyak riwayat disebutkan
bahwa beliau melarang membunuh:

¢ Anak-anak



BAB 14
PELUANG DAN TANTANGAN
HUKUM PIDANA ISLAM DI INDONESIA

A. SEJARAH DINAMIKA PENERAPAN PIDANA ISLAM DI INDONESIA
1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia
memiliki sejarah panjang dalam pengembangan hukum Islam, termasuk di
dalamnya hukum pidana Islam (jinayah). Namun, penerapannya tidak
pernah berlangsung dalam bentuk sistem nasional yang formal dan
menyeluruh, melainkan melalui dinamika sosial, politik, dan hukum yang
kompleks. Sejarah penerapan hukum pidana Islam di Indonesia tidak lepas
dari ketegangan antara prinsip syariah dengan asas negara hukum
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Penerapan Awal dalam Kesultanan Islam
Sebelum kemerdekaan, hukum pidana Islam telah diberlakukan secara
lokal oleh kerajaan-kerajaan Islam, seperti Kesultanan Aceh, Demak, Banten,
dan Ternate. Hukum Islam menjadi bagian integral dari sistem
pemerintahan, termasuk dalam kasus-kasus pidana seperti:
e Zina: Diadili berdasarkan syariat dan dijatuhi hukuman cambuk atau
rajam.
e Pencurian: Mengacu pada huddd.
e Qishas: Dalam bentuk balasan atas pembunuhan.

“Hukum lIslam, termasuk hukum jinayah, dijadikan rujukan utama dalam
memutus perkara oleh raja atau gadhi.”(Azra, 2004)

Sumber hukum tersebut berasal dari kitab-kitab fikih klasik seperti Fath
al-Qarib, Tuhfatul Muhtdj, dan Bughyah al-Mustarsyidin.

3. Masa Kolonial: Dekonstruksi Sistem Hukum Islam

Kedatangan kolonial Belanda menandai awal pembatasan hukum Islam
secara sistematis melalui penerapan hukum pidana Eropa. Melalui Wetboek
van Strafrecht voor Nederlandsch-Indié (WvS-NI) yang kemudian menjadi
KUHP, hukum pidana Islam digantikan dengan hukum positif kolonial.
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Lampiran 1: Ayat-ayat Al-Qur’an terkait Hukum Pidana

‘ No H Ayat H Konteks ‘
‘1 HQS. Al-Maidah: 38 HHukuman potong tangan bagi pencuri ‘
‘2 HQS. An-Ndr: 2 HHukuman cambuk bagi pezina ‘
‘3 HQS. Al-Bagarah: 178 HQishés dalam kasus pembunuhan ‘
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Lampiran 2: Tabel Klasifikasi ‘Ugiibah
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‘Ugiibah Hukum Hukuman Terlibat
Hudad AI—Qur an & Tetap & Pasti ||Hak Allah  ||Zina, Pencurian
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o Al-Qur'an & . ||Hak Pembunuhan,
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‘ Negara H Sistem Jinayah H Catatan ‘

‘Arab Saudi HMurni syariah HTidak ada KUHP tertulis ‘
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Buku Hukum Pidana Islam menyajikan kajian komprehensif mengenai
konsep, prinsip, dan dinamika hukum pidana dalam perspektif syariah Islam.
Pembahasan diawali dengan pengantar mengenai definisi, ruang lingkup, sejarah
perkembangan, serta tujuan dan relevansi hukum pidana Islam di era modern.
Bab-bab awal buku ini memberikan landasan konseptual yang kuat untuk
memahami posisi hukum jinayah sebagai bagian integral dari sistem hukum Islam.

Selanjutnya, buku ini mengulas pembagian hukum pidana Islam, sumber-
sumber hukumnya, serta konsep jarimah dan jinayah beserta unsur-unsur dan
tujuan penetapannya. Perbedaan antara hudiid, qisas, dan ta‘zir dijelaskan secara
sistematis, disertai prinsip kehati-hatian dalam penerapan sanksi. Pembahasan ini
menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya berorientasi pada
penghukuman, tetapi juga pada keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan
kejahatan.

Aspek sanksi pidana, pembuktian, proses peradilan, serta peran
kepemimpinan dan institusi penegakan hukum dibahas secara mendalam dengan
mempertimbangkan konteks normatif dan praktis. Buku ini juga menguraikan
pertanggungjawaban pidana, konsep ‘uqubah, diat, dan kaffarat, serta
membandingkannya dengan sanksi dalam hukum positif, sehingga memberikan
perspektif komparatif yang memperkaya pemahaman pembaca.

Pada bagian akhir, buku ini menyoroti isu-isu kontemporer seperti hak asasi
manusia, perlindungan hukum dalam konflik dan damai, serta peluang dan
tantangan penerapan hukum pidana Islam di Indonesia. Dengan pendekatan
akademik dan kontekstual, buku ini diharapkan menjadi referensi penting bagi
mahasiswa, dosen, peneliti, dan praktisi hukum dalam memahami dan mengkaji
aktualisasi hukum pidana Islam di tengah sistem hukum modern.

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku

@ www.penerbitwidina.com ® 0815-7000-699

% p@e?'lzctil;b\:\::z:::a E E .H E ISBN 978-634-246-649-0
| penerbitwina@qmai.com dr T
157 widina store E o 9 " 786342 466490

(% widina bookstore SCANME



	DEPAN
	BUKU HUKUM PIDANA ISLAM
	BELAKANG

